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ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN BAGI ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi di Polresta Binjai)

KURNIAWAN HADI SYAHPUTRA
NPM .1406200332

Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang
dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan,
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara
wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum proses
penyidikan bagi anak pelaku pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk
mengetahui pelaksanaan proses penyidikan bagi anak pelaku pembunuhan
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses penyidikan
bagi anak pelaku pembunuhan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif
analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan
atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data
primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan
juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum dalam
proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancaman
pidananya. Kemudian adapun proses penyidikan terhadap tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu mulanya adanya dasar laporan dari
pihak kepolisian dalam perkara ini, kemudian Polisi menindaklanjuti dengan
melakukan tindakan hukum. Serta kendala yang dihadapi penyidik dalam proses
penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada wilayah
hukum Polresta Binjai adalah penahanan yang singkat, dan atas permintaan
Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama delapan hari
kemudian dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum, kemudian hambatan yang lain
adalah Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan
Kesgjahteraan Sosial belum tersedia.

Kata kunci: Proses Penyidikan, Anak, Pembunuhan.
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Assalamu’ alaikum Wr. Whr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah
memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang
merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya
ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada
Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan digjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “PROSES
PENYIDIKAN BAGI ANAK PELAKU PEMBUNUHAN MENURUT
UNDANG-UNDANG. NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI POLRESTA BINJAI)”
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kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga
dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan
ingpirasi bagi saya selama ini yakni “ Ayahanda Parno dan Ibunda Nurhayati”.
Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta

rezeki yang berlimpah kepada mereka.
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Medan, Oktober 2018
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik
tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah
suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau
kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan
pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian
bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita
bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam
pelaksanaan pembangunan.

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan
negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara
tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setigp anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Apabila melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum yang kemudian
sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, maka perlindungan

terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan



kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan
hidup bernegara.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap
Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan
stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka
sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi
bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan
anak yang berhadapan dengan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi
Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child) sebagaimana telah
diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden
Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (convention
on the rights of the child). Setelah dilakukannyaratifikasi atas Konvensi Hak-Hak
Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun
1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara

peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya



ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan
mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan
tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama’, yang
berbeda hanya waktu serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani
proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang
tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua
sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari
konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penangannya sehingga hal ini
akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.
Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan,
perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya
memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang

bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami



tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat
menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik,
mental, dan sosialnya.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang
dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan,
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara
wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi
anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-
Undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua pihak yang
terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta
menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih
baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk
memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan
pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan
terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, wajib disidangkan
di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan
umum.

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem dalam
suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Berkenaan dengan

istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system tidak terpisah dari

! Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung:
Refika Aditama, halaman 4.



istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.ad sebagai “the word system
conveys an impresson of a complec to end” artinya bahwa kata system
menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang komplek lainnya dan berjalan
dari awal sampai akhir.

Karena itu, dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi
yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga
Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu.
Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama
berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik
melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum
melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh
penyidik. Kemudian Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan
pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya
dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak. Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan
menegakkan hukum pidana’ yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan “Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan “Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan “Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana’ (olenh Badan

Pengadilan);



4. Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh  Badan/Aparat
Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat
penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh Kkarena itu,
perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk
melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa
perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang
salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fislk dan sosialnya
Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak.
Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan
pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang
sehat dan cerdas seutuhnya. Akan tetapi, anak mengalami situasi sulit yang
membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian,
anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian
dimasukkan dalam penjara.

Polisi sebagai ingtitusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki

tanggungjawab yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan



wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang — Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani
anak yang berkonflik dengan hukum, Polisi senantiasa harus memperhatikan
kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi
yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di
masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk
mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem
peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi
terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak
berhadapan dengan polisi, Penyimpangan yang biasanya sering terjadi dalam
proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiyaan, pemukulan dan
perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan
tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. yang harus memberikan jaminan
perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum
dan harus menjalani proses peradilan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun
skripsi ini dengan judul: Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Pembunuhan
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (Studi di Polresta Binjai)



1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik
permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun
rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

a Bagaimana pengaturan hukum proses penyidikan bagi anak pelaku
pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

b. Bagaimana pelaksanaan proses penyidikan bagi anak pelaku pembunuhan
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak?

c. Apa kendala dan solusi dalam proses penyidikan bagi anak pelaku

pembunuhan?

2. Faedah Pendlitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai
berikut:

a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya proses penyidikan
bagi anak pelaku pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara,

bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat



umum agar mendapatkan pemahaman tentang proses penyidikan bagi anak
pelaku pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.

. Tujuan Pendlitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

. Untuk mengetahui pengaturan hukum proses penyidikan bagi anak pelaku
pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan bagi anak pelaku
pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses penyidikan bagi anak

pelaku pembunuhan.

C. Metode Pendlitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan

dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang

menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif,

peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.
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2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data
sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan
data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian
lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan
informasi yang didapat dari pihak Polresta Binjai.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan
kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku
ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang digjukan yang sesuai dengan
judul skripsi.

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada

hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.
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3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu
mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan
melalui wawancara dengan pihak Polresta Binjai sesuai dengan materi penelitian.
4. Andlisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis
data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam
penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori,
asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang
relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut
sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan
dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data
diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat
memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.
D. Definis operasional

Definisi  operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti.’ Sesuai dengan judul penelitian yang digjukan yaitu “Proses

Penyidikan Bagi Anak Pelaku Pembunuhan Menurut Undang-Undang Nomor 11

2 |da Hanifah, dkk. 2014. Pedoman Penulisan Krips Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, halaman 5.
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Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Polresta Binjai)”,

maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Proses Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti
yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana
atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah
terjadi.®

2. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih

dahulu menghilangkan nyawa orang lain.*

% Hartono. 2010. Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 32

* Kompasiana, “Tindak Pidana Pembunuhan”, melalui www.kompasiana.com, diakses
Rabu, 20 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo
Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut de Pinto dalam Andi Hamzah, menyidik (opsporing) berarti
pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pgjabat yang untuk itu ditunjuk oleh
Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar
yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.®

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang
terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan

jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi

°Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. Hukum Acara Pidana suatu Pengantar. Jakarta :
Kencana, halaman 86.

®Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman
120.
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manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah

sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik

3. Pemeriksaan di tempat kejadian

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa

5. Penahanan sementara

6. Penggeledahan

7. Pemeriksaan atau interogasi

8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)

9. Penyitaan

10. Penyampingan perkara

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada
penyidik untuk disempurnakan.’

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan
menemukan” sesuatu “peristiwva’ yang dianggap atau diduga sebagai tindak
pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan
“mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat
menjadi terang, sertaagar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi

’Ibid., hdlaman 121.
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2. Menemukan tersangka

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas,
yaitu upaya oleh Polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap
keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum
diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk
mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai
berikut:

1. Korbannyasiapa

2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan
dugaan tindak kejahatan®

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa
pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.
Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap
dugaan tindak pidana.

2. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan
itu dilakukan.

3. Apakerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat
dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.

4. Adakah hukum atau perturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang

diduga melakukan tindak pidana itu.

8 Hartono., Op. Cit., halaman 34
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5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun
tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.’

Menurut Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo.
Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pengawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan”.

Demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, bahwa penyidik adalah:*°
1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pengawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang.

Sedangkan penyidik pejabat negeri sipil sebagaimana dalam Pasal 1 ayat
10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang dimaksud penyidik pengawai negeri sipil adalah:

“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang

untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

? 1bid., halaman 35.
19| eden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 73.
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Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian
Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat
polisi lain.

Penyidik pegawai sipil diangkat olen Menteri Kehakiman atas usul
departemen yang membawahkan pegawai tersebut.Wewenang pengangkatan
tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman.Sebelum pengangkatan,
terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu
adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.**

Menurut Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan
melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat(1) huruf a, karena
kewajibannya mempunyai wewenang:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal dari tersangka
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Mengambil sidik jari dan memotret seorang
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara
Mengadakan penghentian penyidikan
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab

> Q@™o

—

1 Andi Hamzah., Op. Cit., halaman 81.
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Berkas perkara yang terdapat dalam administras penyidikan, yang
berdasarkan Pasal 10 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan Administrasi
penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang diisyaratkan
undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan,
pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban,
kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan,
operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:*?

a. Sampul berkas perkara;
b. Isi berkas perkara, melipuiti:
1) Daftar isi;
2) Resume;
3) Laporan polisi;
4) Surat perintah tugas;
5) Surat perintah Penyidikan;
6) SPDP;
7) Beritaacara pemeriksaan TKP;
8) Surat panggilan saksi/ahli;
9) Surat perintah membawa saksi;
10) Berita acara membawa dan menghadapkan saksi;
11) Berita acara penyumpahan saksi/ahli;
12) Berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
13) Surat panggilan tersangka;
14) Surat perintah penangkapan;
15) Berita acara penangkapan;
16) Berita acara pemeriksaan tersangka;
17) Berita acara konfrontasi;
18) Berita acara rekonstruksi;
19) Surat permintaan bantuan penangkapan;
20) Berita acara penyerahan tersangka;
21) Surat perintah pelepasan tersangka;
22) Berita acara pelepasan tersangka;
23) Surat perintah penahanan;
24) Berita acara penahanan;

12 “perkap 14 tahun 2012" médalui, http://satreskrimrestasmda.files.wordpress.com
[2012/11/perkap-14-th-2012-ttgmanajemen penyidikan.pdf, diakses padatanggal 1 Agustus 2018.
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25) Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut
umum (JPU) dan hakim;

26) Surat penetapan perpanjangan penahanan;

27) Berita acara perpanjangan penahanan;

28) Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga
tersangka;

29) Surat perintah pengeluaran tahanan;

30) Berita acara pengeluaran tahanan;

31) Surat perintah pembantaran penahanan;

32) Berita acara pembantaran penahanan;

33) Surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;

34) Berita acara pencabutan pembantaran penahanan;

35) Surat perintah penahanan lanjutan;

36) Berita acara penahanan lanjutan;

37)Surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua
pengadilan;

38) Surat perintah penggeledahan;

39) Surat permintaan persetujuan penggel edahan kepada ketua pengadilan;

40) Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;

41) Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;

42) Surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;

43) Surat perintah penyitaan;

44) Berita acara penyitaan;

45) Surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung,
Gubernur, Magjelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan
pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu;

46) Surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;

47) Berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;

48) Surat perintah pengembalian barang bukti;

49) Berita acara pengembalian barang bukti;

50) Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor);

51) Surat hasil pemeriksaan labfor;

52) Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;

53) Surat hasil pemeriksaan identifikasi;

54) Surat pengiriman berkas perkara;

55) Tanda terima berkas perkara;

56) Surat pengiriman tersangka dan barang bukti;

57) Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;

58) Surat bantuan penyelidikan;

59) Daftar saksi;

60) Daftar tersangka;

61) Daftar barang bukti;

62) Surat permintaan blokir rekening bank;

63) Berita acara blokir rekening bank;

64) Surat permintaan pembukaan blokir rekening bank;

65) Berita acara pembukaan blokir rekening bank;
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66) Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian
Orang (DPO) .

67) Surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk
Daftar Pencarian Orang (DPO);

68) Surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang
(DPB);

69) Surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian
Barang (DPB);

70) Surat permintaan cegah dan tangkal (cekal);

71) Surat pencabutan cekal;

72) Surat penitipan barang bukti;

73) Surat perintah penyisihan barang bukti;

74) Berita acara penyisihan barang bukti;

75) Surat perintah pelelangan barang bukti;

76) Berita acara pelelangan barang bukti;

77) Surat perintah pemusnahan barang bukti;

78) Berita acara pemusnahan barang bukti;

79) Surat perintah penitipan barang bukti; dan

80) Berita acara penitipan barang bukti.

B. Anak
Adapun berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena adalah
potensi dan yang menentukan masa depan suatu bangsa karena maju mundurnya
sebuah bangsa tergantung oleh moralitas anak yang kelak nantinya akan berperan
menentukan sejarah bangsa di masa yang akan datang. Sebelum membahas Iebih
jauh mengenai anak, penulis akan menyajikan pengertian anak itu sendiri. Di
dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai
akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan memiliki kriteria mengena apa
yang dimaksud dengan anak dibawah umur antaralain:
a. Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak
Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum
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mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri
khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara
laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal
dengan perkecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1)
menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat digjukan ke sidang anak adalah
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan
belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang
disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur
antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi
sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai
anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana).

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang memberi definisi anak adalah anak yang
belum mencapai usia 16 tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat
memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya
atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun. Sedangkan seseorang
yang telah berusia 18 tahun dan telah melakukan tindak pidana dapat dikenai

pemidanaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana
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maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan
kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka dijatuhi
hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Apabiladitinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum
positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring
atau person under age), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur
(minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di
bawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut
dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.*® Pada
tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan
batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara
satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu:

Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan
umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur
antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia,
dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri
Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain :
Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan

Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara

13 Bunadi Hidayat. 2010. Pemidanaan Anak Di Bawah Umur. Jakarta: PT. Alumni,
halaman 1.
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15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan
umur antara 7-16 tahun.™*

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada
Pasal 1 ayat (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal
yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat
dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun.

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak
sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.
Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinanya putus
karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya
belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Menurut
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1
ayat (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun
dan belum pernah kawin.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang Pokok
Perburuhan memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan

berumur 14 tahun kebawah.

14

“Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” mealui,
http://ami nhami d09.wor dpr ess.conv2012/11/15/per lindungan-hukum-ter hadap-anak-pada-tahap-
penyidikar/, padatanggal 11 Maret 2018.



http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap

24

Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai:
“Setigp manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-
undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada
Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum
berumur 16 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Pada Pasal 330 KUHPerdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, batasan usia anak selain disebutkan batasan umur, juga
menggunakan konsep “belum kawin” sebagai alah satu kriteria konsep anak.
Dengan kata lain, seorang sudah dianggap menjadi dewasa secara hukum jika dia
sudah kawin, kendatipun usianya belum 18 tahun.

Konsepsi sudah kawin dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997,
semestinya konsisten dengan gagasan yang memberikan batasan perbuatan anak
dapat dipertanggungjawabkan berbasis usia. Hal ini relevan dengan RKUHP yang
menggunakan basis konsep berdasarkan usia untuk menaikkan batas usia anak
bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, yakni dari 8 tahun menjadi 12
tahun.

Kemudian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, tidak lagi menganut pembatasan atau mendefinisikan

anak dengan konsep kawin atau belum kawin. Konsepsi kawin atau belum kawin,
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menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tidak menentukan seorang
dalam statusnya secara hukum dewasa atau masih anak.™

Masalah perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum,
dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak memberikan istilah “kenakalan”
sehingga anak yang melanggar hukum disebut “Anak Nakal”. Dalam Undang-
undang tentang Perlindungan anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran
hukum diberi istilah dengan “anak yang berhadapan dengan hukum”. Menurut
beberapa kalangan istilah ini dianggap lebih tepat diberikan terhadap anak
pelanggar hukum, sehingga dapat menghilangkan stigma buruk bagi anak yang
belum pasti terbukti melakukan kesalahannya.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak mengkategorikan anak nakal
dengan ruang lingkup yang cukup luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2
menyatakan, bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum
lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.™®

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat
dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the
Child) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia

sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan

* Nandang Sambas. 2010. Pembaruan Sstem Pemidanaan Anak di Indonesia.
Y ogyakarta: Graha lImu, halaman 90.
"®Ibid., halaman 91.
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demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat
seluruh warga negara Indonesia.*’

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi
hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang
hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi
rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak
anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia
yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi,
sosial, dan budaya.’®

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah
dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara
optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma,
prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak
tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang
berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau
terdakwa pelaku tindak pidana.

Akses terhadap keadilan bagi anak juga bertujuan agar mereka dapat
mencari dan mendapatkan pemulihan dalam proses peradilan, baik pidana maupun
perdata. Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Bappenas meyakini bahwa
akses terhadap keadilan hanya dapat dicapai apabila inisiatif pemberdayaan
hukum juga mengikutsertakan anak. Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan

pemahaman mengenai hak-haknya yang dilindungi hukum serta kepada

" Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya
Bakti, halaman 15.
'8 1bid., halaman 16.
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masyarakat agar dukungan terhadap pemenuhan hak-hak anak juga didapatkan
dari lingkungan sosial.

Satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru
sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi
dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak-
anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari
implementasi nlai-nilai hak asasi manusia. Didepan dijelaskan bahwa prinsip-
prinsip perlindungan anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi
anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap
pendapat anak.

Berikut uraian prinsip keadilan bagi anak:

1. Pelaku adalah korban

Pelaku kenakalan adalah korban. Ini terbukti anak melakukan tindak
kenakalan, anak melanggar hukum positif, atas kelakuannya mungkin akan
mengganggu tertib sosial karena kenakalannya membuat marah publik, dan
karena ulahnya ada pihak yang dirugikan, bahkan karena kenakalannya akan
mendatangkan kematian dan siksa orang lain. Namun, apa pun alasannya,
sesungguhnya dia adalah korban.

Korban dari apa, siapa, dan darimana? Dia korban dari perlakuan
salah orangtuanya, dia korban dari pendidikan guru-gurunya, dia korban
kebijakan pemerintah lokal, dan dia korban dari lingkungan sosial yang

memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang
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seharusnya tidak dilakukan. Bahkan karena ada nilai-nilai  yang
terinternalisasi sejak usia dini, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan
adalah sebuah pelanggaran hukum.
. Pertimbangan kepentingan terbaik

Membangun masa depan adalah membangun dunia anak. Program-
program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan
lainnya, termasuk penghargaan akan hak asasi manusia adalah kehendak
untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik daripada hari ini untuk anak-
anak. Kenyataan tersebut diakui para pemimpin negara diberbagai belahan
dunia. UNICEF dalam salah satu catatan akhir tahunnya menyatakan bahwa
ukuran sejati pencapaian sebuah bangsa adalah keselamatan anak,
kesgjahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihi, dihargai,
dan diikutsertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka
dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah
masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasionalnya.
. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak
Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh mengganggu
tumbuh kembang anak. Pada paragraf terdahulu sudah dijelaskan bahwa anak
bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini, tetapi sosok pribadi otonom
yang sedang tumbuh dan berkembang. Dia akan mencapai pertumbuhan
(fisik) dan perkembangan (psikis) optimal apabila memperoleh jaminan
pemenuhan hak-haknya serta dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi,

kekerasan, dan diskriminasi.
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. Penghargaan pendapat anak

Dalam masyarakat ada stigma bahwa nilai tawar psikis adalah minor,
sedangkan orang dewasa adalah mayor. Pandangan ini berlanjut pada doktrin
masyarakat bahwa kebenaran hanya milik orang dewasa yang harus diikuti
secarataklid oleh anak.
. Prinsip adil dan setara

Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum yang menangani
kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum memperlakukan anak-anak
tanpa membedakan status sosial, asal usul, agama, ras, dan sebagainya.
. Menjunjung harkat dan martabat

Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak
memberikan perhatian yang sangat sentral atas harkat dan martabat anak.
. Kepastian hukum

Anak-anak pada usianya sedang dalam proses belajar menuju
kedewasaan, termasuk belgjar tentang tanggung jawab sosial, etika, dan adab
suatu masyarakat. Oleh karena itu, dia harus diberitahu tentang nilai-nilai
yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Bila melanggar
hukum, anak harus tahu hukuman apa yang akan diterima sehingga setiap
perbuatan telah diketahui risikonya
. Pencegahan kenakalan remaja

Tidak kalah pentingnya adalah aspek preventif atau pencegahan
terhadap kenakalan anak. Ini soal yang tidak mudah. Tidak hanya

menyangkut sejumlah larangan bagi anak untuk melakukan sesuatu yang
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dianggap tabu atau melanggar hukum, tetapi lebih menciptakan kondisi yang
membuat anak tunduk pada norma-normatertib sosial.
Mindset peradilan anak
Mindset peradilan anak harus ditinjau kembali bila sungguh-sungguh
menginginkan anak-anak mampu memperoleh akses keadilan segjati. Mindset
yang ada di kebanyakan negara, peradilan anak dilahirkan dalam posisi untuk
mengadili anak karena anak yang masuk dalam pusaran peradilan dipandang
sebagal kriminal yang harus dipenjarakan.
Pemidanaan sebagai upaya terakhir

Prinsip keadilan yang kesepuluh adalah pemidanaan dan pemenjaraan
sebagal upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan
salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi sesungguhnya
merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya,
semestinya pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
Perhatian khusus kelompok rentan
Diantara sekian banyak anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat anak-
anak yang rentan karena beberapa sebab, katakanlah anak-anak dari
kelompok minoritas, anak dari keluarga broken home, anak-anak korban
penyalahgunaan narkoba, anak-anak penyandang virus HIV/AIDS, anak-anak
disable, dan yang sejenisnya.
Pendekatan peka gender

Menyandang status anak perempuan dinegeri ini berarti menyandang

minoritas ganda secara sosial. Perempuan dalam banyak hal lebih tidak



31

berdaya ditengah ketidakberdayaan anak laki-laki pada umumnya. Bisa
dipastikan bila ada anak perempuan yang melakukan pelanggaran hukum, hal
itu merupakan ekspresi dari tekanan banyak pihak.
13. Tidak ada pengjara anak

Tidak ada penjara anak? Apakah ini bukan sebuah utopia? Memang
penjara bukan untuk anak sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan,
yang dibutuhkan anak adalah bantuan, yang dibutuhkan anak adalah
bimbingan. Pemenjaraan terhadap anak adalah pembunuhan masa depan anak
karena dengan labelisasi dan stigma bahwa dia sebagai narapidana, dia akan

terhukum sepanjang hidup dan menjadi catatan pada setiap meja birokrasi.

C. Tindak Pidana Pembunuhan
1. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.'®
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian
dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam
memberikan ciri tertentu pada perisiwa hukum pidana. Tindak pidana

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam

19 Amir llyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang
Offset, halaman 18.
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lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.”

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah
tersebut, tetapi sampal saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam
pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam
Adami Chazawi sebagai berikut:

a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (strafbaar feit) adalah tidak lain
dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

b. Vos merusmuskan bahwa tindak pidana (strafbaar feit) adalah suatu kelakuan
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

d. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum
yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagal dapat
dihukum.?

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang

dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

20 pid.

2 Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bgaian 1 Stelsel Pidana, Tindak
Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Rgjagrafindo
Persada, halaman 75.
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adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang
menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.?

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan
ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di
syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana
tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya
terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat
dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan
tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya
(kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa
pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak
ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam
hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk
terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap
semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.?®

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana
dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu,
merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula.
Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak
pidanaa, artinyatidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka

putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim

2 Amir Ilyas. Op. Cit., halaman 27.
2 Adami Chazawi. Op. Cit., halaman 78.
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mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan
bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari
tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukaan di atas
menurut Moeljatno sebagai berikut:?*
a Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:*
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
b. Yang bertentangaan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun
pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur
mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.?®

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat
dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua
macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur
subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu
yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-

keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

2 1pid., halaman 79.
% |bid., halaman 80.
% | bid., halaman 81.
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Unsur-unsur subjekif dari suatu tindak pidana adalah:?’
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
c. Macam-macam maksud;
d. Merencanakan terlebih dahulu;
e. Perasaan takut.
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
a. Sifat melanggar hukum;
b. Kualitasdari si pelaku;
c. Kausdlitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan
sesuatu kenyataan sebagai akibat.
2. Tindak Pidana Pembunuhan
Pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati
atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang
maka akan menimbulkan kematian orang tersebut. Tindak pidana pembunuhan
diatur di dalam BAB X1X Buku |1 KUHP, yang oleh pembentuk Undang-Undang
ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pada
kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah
suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tetentu

tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.?®

2T Amir Ilyas. Op. Cit., halaman 45.

%8 | bid., halaman 486.

29 Anonim, “Tindak Pidana Pembunuhan”, melalui www.referensimakalah.com, diakses
Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 09.30 wib.
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Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa
menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong
besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan
sebagainya. Perbuatan-perbuatan itu harus ditambah dengan unsur kesengajaan
dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat
tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusannya
adalah: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Istilah
"orang” dalam Pasal 338 itu, maksudnya”orang lain”.

Terhadap sigpa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal. Meskipun
pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri termasuk juga pada
pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Pada umumnya rumusan
suatu delik berisi bagian inti suatu delik. Artinya, bagian-bagian inti tersebut
harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang dapat di ancam
dengan pidana. Rumusan Pasal 338 KUHP mempunyai dua bagian inti, yaitu
"sengaja’ dan ” menghilangkan nyawa orang lain”.

Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan
sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang
lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat

berupa meninggalnya orang lain tersebut.
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BAB |1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Pembunuhan
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang
melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum
acara maupun ancaman pidananya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini
dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap
anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu,
pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak
agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia
yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara. >

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain,
mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar
dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan

Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan

Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap

% Wagiati Sutedjo. 2008. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, halaman 29.
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Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke
dalam lingkungan sosial secarawajar.*

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka
mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan
Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan
suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana
tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban
untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,
Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan
menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul,
ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak
Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus
mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak,
yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya
dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas)
tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi pelindungan terhadap
Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di
pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum.*

Peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili

pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah

3 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

%2 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
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Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga,
dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan,
yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang-
Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum
mulal tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani
pidana.*
Adapun hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:
Pasal 16
Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara
peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 17
1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan
pelindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana
yang dilakukannya dalam situasi darurat.
2. Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.
Pasal 18
Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi,
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesgjahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan

terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap
terpelihara.

3 ibid.
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Pasal 19

|dentitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan
dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

|dentitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak,
nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah,
dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban,
dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18
(delapan belas) tahun dan digjukan ke sidang pengadilan setelah Anak
yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap digjukan ke
sidang Anak.

Pasal 21

1

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau

diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil

keputusan untuk:

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang
menangani bidang kesegjahteraan sosial, baik di tingkat pusat
maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke

pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak

dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan

lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat

diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada

Bapas secara berkala setiap bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan

keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.
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Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan,
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa
perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut
kedinasan.

Pasal 23

1. Dalam setigp tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan
hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi
wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh
Anak Korban dar/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

3. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang
sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa
atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan
orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia digjukan ke pengadilan
yang berwenang.

Pasal 25

1. Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus
oleh lembaga yang menangani perkara Anak.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan dalam Penyidikan Anak diatur dalam:

Pasal 26
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Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah

Anak; dan

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan
oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang
dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

1

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib
meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau
saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja
Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli
lainnya.

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak
Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial
Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana
dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada

Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah

permintaan penyidik diterima

Pasal 29

1

2.

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
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Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik
menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi
kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan
melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita
acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Ketentuan Penangkapan dan Penahanan terdapat pada:

Pasal 30

1

2.

Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan
paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan
khusus Anak.

Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang
bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi
dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial.

Pasal 31

1

2.

Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan
Penuntut Umum.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sgjak
dimulai penyidikan.

Pasal 32

1

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak

memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa

Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau

merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat

sebagai berikut:

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7
(tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak

harus tetap dipenuhi.
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5. (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan
Anak di LPKS.

Pasal 33

1. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan
penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling
lama 8 (delapan) hari.

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

4. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

5. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS
setempat.

Pasal 34

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan,
Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima)
hari.

2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim
pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10
(sepuluh) hari.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aas permintaan
Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama
15 (limabelas) hari.

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib
dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara

Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.
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Pasal 37

1

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di
tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling
lama 10 (sepuluh) hari.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aas permintaan
Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi
paling lama 15 (lima belas) hari.

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38

1. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan
pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan
penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aas permintaan
Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung
paling lama 20 (dua puluh) hari.

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan,
Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan
Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera
mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

1

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib
memberitahukan kepada Anak dan orang tua/lWali mengenai hak
memperoleh bantuan hukum.

Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak
batal demi hukum.

Dalam hal Penuntutan dijelaskan pada:

Pasal 41
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1. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah
Anak; dan

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

3. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan
dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan
bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh)
hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lama 30 (tiga puluh) hari.

3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut
Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan
Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

4. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita
acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan
melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pasal 43

1. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan
oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung
atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua
pengadilan tinggi.

2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan
umum;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah
Anak; dan

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

3. Dalam ha belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang
Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan
bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
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Pasal 44
1. Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama
dengan hakim tunggal .
2. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak
dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
3. Dalam setigp persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau
panitera pengganti.
Pasal 45
Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

1. Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat
banding dengan hakim tunggal.

2. Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak
dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

3. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang
panitera atau seorang panitera pengganti.

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung.
Pasal 49
Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
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Pasal 50

1

2.

Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat
kasasi dengan hakim tunggal.

Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara
Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit
pembuktiannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang
panitera atau seorang panitera pengganti.

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali
oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Pemeriksaan di Sidang
Pengadilan.

Pasal 52

1

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk
menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima
berkas perkara dari Penuntut Umum.

Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling
lama 30 (tiga puluh) hari.

Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim
menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi
kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke
tahap persidangan.

Pasal 53

1
2.

3.

Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.

Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang
dewasa

Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54
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Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup
untuk umum, kecuali pembacaan putusan.
Pasal 55

1. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau
pendamping, Advokat aau pemberi bantuan hukum lainnya, dan
Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

2. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang
tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup
untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

1. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing
Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran
Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a. datapribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;

b. latar belakang dilakukannyatindak pidang;

c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana
terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e.
berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari
Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

1. Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat
memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

2. Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan
tetap hadir.
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3. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk
memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat
memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar
keterangannya:

a di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang
dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum
setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau

b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi
audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing
Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan
yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak
berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

1. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan
kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan
hal yang bermanfaat bagi Anak.

2. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk
menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

3. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan
perkara

4. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan
batal demi hukum.

Pasal 61

1. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

2. ldentitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus
dirahasiakan oleh media massa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19
dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.
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Pasal 62

1. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan
diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

2. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima)
hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut
Umum.

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:
1. Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Pekerja Sosial Profesional; dan
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 64

1. Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh  Pembimbing
Kemasyarakatan.

2. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan
sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial
atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai
pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:

1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial
berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau

2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di  bidang
pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.

b. sehat jasmani dan rohani;

c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat 1/
1/b;

d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan
dan pembimbingan pemasyarakatan serta pelindungan anak; dan

e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan
dan memiliki sertifikat.

3. Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas
dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas
LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS
dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga
pemasyarakatan.
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Hal-hal lain yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:
1. Definisi Anak di Bawah Umur
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di
bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur
18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana
dalam tiga kategori:
a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka
4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Sebelumnya, Undang-undang Pengadilan Anak tidak membedakan
kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan
Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan
banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan
karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2. Penjatuhan Sanksi
Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku
tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi

pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)
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Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana, bagi pelaku
tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.
1) Sanksi Tindakanyang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):
a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b) Penyerahan kepada seseorang;
c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
d) Perawatandi LPKS;
e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g) Perbaikan akibat tindak pidana.
2) Sanksi Pidana
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak
terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):
Pidana Pokok terdiri atas:
a) Pidana peringatan;
b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas. pembinaan di luar lembaga,
pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
c) Pelatihan kerja;
d) Pembinaan dalam lembaga;

e) Penjara
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Pidana Tambahan terdiri dari:
a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-undang SPPA juga mengatur dalam hal anak

belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan

tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosia

Profesional mengambil keputusan untuk:

1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan

pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan
Kesgjahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang
kesgjahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6

(enam) bulan.

3. Hak-hak Anak

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a

ol -Welioy

«Q -

Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;

Dipisahkan dari orang dewasa;

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

Melakukan kegiatan rekreasional;

Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir
dan dalam waktu yang paling singkat;

Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Tidak dipublikasikan identitasnya;
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Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya
oleh anak;

Memperoleh advokasi sosial;

Memperoleh kehidupan pribadi;

Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

Memperoleh pendidikan;

Memperoleh pelayananan kesehatan; dan

Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

[S—
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Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan
bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

Remisi atau pengurangan masa pidana;

Asimilasi;

Cuti mengunjungi keluarga;

Pembebasan bersyarat;

Cuti menjelang bebas;

Cuti bersyarat;

Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

@rpo0oe

4. Penahanan
Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan
syarat anak telah berumur 14 tahun, atau diduga melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan
sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan
dari tahanan demi hukum.
5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan
kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan
di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan

keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat
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memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman
elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat,
dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak
saksi/korban  juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui
pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual.
Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi
oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya
. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan
anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum
tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Pada Pasal 23
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa anak
berhak mendapatkan bantuan hukum di setigp tahapan pemeriksaan, baik
dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap
pemeriksaan di Pengadilan.

Kemudian pada Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak Saksi/Anak Korban wajib
didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau
pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua
dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak

wajib mendampingi.
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7. Lembaga Pemasyarakatan
Pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke
lembaga pemasyarakatan pemuda.
Walaupun demikian, baik Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa
penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan
menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun
sampai 21 tahun.*
1. Penyidik dalam Hukum Peradilan Pidana Anak
Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya
ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam
KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini
penyidik Polri. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara
anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat
(1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang

pada intinya menyebutkan bahwa ”penyidikan terhadap perkara anak

3 “hukumonline’ melalui, http://vww.hukumonline.comvklinik/detail/It53f55d0f46878/
hal -hal -penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak, pada tanggal 14 Agustus
2018.
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dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Rl atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri” .*

Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. Mempunya minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah

Anak; dan

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang
memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan
penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Di
samping itu yang tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian,
dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak
dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam
melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.*®

2. Perbedaan antara Penyidikan Orang Dewasa dengan Penyidikan Anak

Perbedaan dalam hal menyidik orang dewasa dengan menyidik anak

sebagai pelaku Tindak Pidana Pembunuhan adalah sebagai berikut:
a. Penyidikan Orang Dewasa
Penahanan ditingkat Penyidikan paling lama 20 hari menurut Pasal 28

ayat (1) KUHAP dan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang paling

35

“Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui,
http://aminhami d09.wor dpress.conv2012/11/15/perlindungan-hukunmter hadap-anak-pada-tahap-
penyidikar/, padatanggal 14 Agustus 2018.

% Gatot Supramono. 2007. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djembatan, halaman

39.
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lama 40 hari menurut Pasal 28 ayat (2) KUHAP dan dapat diperpanjang

paling lama 30 hari dan dalam hal Penahanan tersebut masih diperlukan,

dapat diperpanjang lagi paling lama 30 hari menurut ketentuan Pasal 29

ayat (2) KUHAP.

b. Penyidikan Anak-anak

1)

2)

3)

4)

5)

Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing
Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
Penyidik dalam pemeriksaan anak, anak korban dan atau anak saksi
tidak memakai Toga atau atribut kedinasan.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak
memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau Lembaga bahwa
Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau
merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi Tindak Pidana.
Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan
Anak Sementara (LPAS), dalam hal tidak terdapat Lembaga
Penempatan Anak Sementara (LPAS), penahanan dapat dilakukan di
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat.
Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak
telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak

pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.
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6) Penahanan ditingkat Penyidikan paling lama 7 hari dan atas
permintaan Penyidik dapat diperpanjang paling lama 8 hari.*’
3. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur
Filosofi sistem peradilan anak yaitu mengutamakan perlindungan dan
rehabilitasi terhadap pelaku anak (emphasized the rehabilitation of youthful
offender) sebagai orang yang masih mempunya sejumlah keterbatasan
dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari
negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang.
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan
kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya dari luar diri anak
seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk
melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem
peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan
kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove)
seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak
pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang
dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah
konsep diverson yang dalam istilah Indonesia disebut diversi atau
pengalihan.
Selanjutnya dalam perkembangan perlindungan terhadap anak juga
berkembang konsep restorative justice yaitu suatu konsep penyelesaian

komplik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan

3" Hasil wawancara dengan Z. Julelmi, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Binjai,
tanggal 2 Agustus 2018 di Polresta Binjai.
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dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga
pelaku, masyarakat, dan penengah (moderator)). Musyawarah yang dilakukan
ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang tepat terhadap
pelaku. Tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi pelaku,
masyarakat dan korban merasa kerugian dan ketidak seimbangan serta
ketidak tertiban dalam lingkungannya sudah pulih kembali dengan hukuman
yang telah dijatuhkan. Konsep diversi dan restorative justice adalah dua
konsep yang berbeda, akan tetapi kedua konsep tersebut bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana.
a Divers
Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu
kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik
kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya
masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak
yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat
penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.
Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11
Tahun 2012 pada Pasal 7 ayat (1) mengatakan pada tingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib
diupayakan Diversi. Pada Pasal 7 ayat (2) dikatakan Diversi sebagaimana

disebutkan pada ayat (1) dilakukan apabilatindak pidana yang dilakukan
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diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan
pengulangan tindak pidana.*®

Pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
mengatakan bahwa diversi bertujuan:

1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;

3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5) Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Adatiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:*

1) Pelaksanaan kontrol secara sosial, yaitu aparat penegak hukum
menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau
pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau
peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas
perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali
bagi pelaku oleh masyarakat.

2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, yaitu
melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki
dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.
Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan

perbaikan atau pelayanan.

% Hasi| wawancara dengan Z. Julelmi, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Binjai,
tanggal 2 Agustus 2018 di Polresta Binjai.

% Hasi| wawancara dengan Z. Julelmi, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Binjai,
tanggal 2 Agustus 2018 di Polresta Binjai.
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3) Menuju proses restorative justice atau perundingan, Yyaitu
melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung
jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat
kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.
Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk
bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan
untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan
hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Dilingkungan juga
terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu
persatu secara formal (seperti poliss memutuskan untuk tidak
melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai). Keadaan ini
merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian,
penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan
faktor dtuasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi. Isu kunci
kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya
dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar
tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat
dengan prioritas atau standar kemampuan.

Pelaksanaan diversi berupaya mengurangi penggunaan kekuatan
hukum dan berusaha menyelesaikan dan mengakhiri pertikaian atau

konflik. Penggunaan jalan penghukuman sebagai usaha paling akhir
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penyelesaian konflik oleh pemerintah dalam memastikan ketaatan kepada
hukum. Jadi memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan
aturannya merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

Penerapan prinsip diversi merupakan pengarahan penggunaan hak
diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam
menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk
menjalankan diversi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-
benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang
tepat pada masyarakat.

Konsep untuk membuat kebijakan diversi merupakan sebuah
proses yang melibatkan faktor-faktor internal dan external dari penentu
kebijakan itu sendiri. Dalam sebuah kutipan putusan pengadilan
dinyatakan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman adalah karena
untuk memastikan penyebab kejahatan pada dirinya dapat hilang sama
sekali. Apabila dianggap penyebab tersebut sulit untuk dihilangkan maka
boleh jadi seseorang itu harus mendapatkan hukuman yang lama atau

bahkan seumur hidup.

. Restorative Justice

Konsep restorative justice merupakan teori keadilan yang tumbuh
dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan diberbagai
negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam
menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem

peradilan pidana tradisional.
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Restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian perkara
yang dilakukan diluar peradilan formal. Restorative justice mempunyai
cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak
kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata
memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat
dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap
korban, pelaku dan masyarakat. Konsep restorative justice dimulai dan
berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan
melawvan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan
pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

Konsep ini bertujuan untuk mencarikan jalan keluar dari keadilan
model tradisional yang berpusat pada penghukuman (punishment)
menuju kepada keadilan masyarakat (community justice) sebagaimana
dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada 1996, Stuart pada tahun
1995 dan Bargjas pada tahun 1995, bahwa restorative justice merupakan
suatu keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat

(restorative justice for community justice).

B. Pelaksanaan Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Pembunuhan
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu
penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan

“bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut

penyidikan. Sangat jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas
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kepada Aparatur Negara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya
ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri
oleh Aparatur Penegak Hukum karena kewajibannya.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menjelaskan penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan
oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi
dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Syarat untuk dapat
ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
3. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Adapun dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh
penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh
orang dewasa. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik
wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu,
Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog,
psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan

Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak
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Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja

Sosial Profesional atau Tenaga Kesgjahteraan Sosial setelah tindak pidana

dilaporkan atau diadukan.

Tugas penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa setiap

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik. Dalam Pasal 5

KUHAP ditentukan sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP, yaitu:

a. Karenakewajibannya mempunyai wewenang.

1)

2)
3)

4)

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana.

Mencari keterangan dan barang bukti.

Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1)

2)
3)
4)

Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan
penyitaan.

Pemeriksaan dan penyitaan surat.

Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyidik Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena

kewajiban mempunyai wewenang, yaitu :

a

2=

- @mroQ

— —

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidana.

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka.

Melakukan penangkapan, penanhanan, penggeledahan, dan penyitaan
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

Mengadakan penghentian penyidikan.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
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Penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya
laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Adapun mengenai adanya
laporan/pengaduan sebgaimana di atas diatur oleh Pasal 108 KUHP yang
berbunyi:

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban
peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan
atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun
tulisan.

2. Setigp orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau
terhadap hak keamanan umum wajib seketika itu juga melaporkan hal
tersebut kepada penyelidik dan penyidik.

3. Setigp pengawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang
mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib
segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Membahas wewenang penyelidik dan penyidik, maka perlu pula dibahas
tentang wewenang “Kepolisian” sebagai penyelidik dan penyidik menurut
ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai
berikut :

Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana,
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
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Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan.

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan.

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri.

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

Mengadakan penghentian penyidikan.

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencengah atau menangkal orang yang
disangka melakukan tindak pidana.

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik

pengawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik
pengawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

hukum.*°

1
2.

Penyidik dapat melakukan tindakan dalam melaksanakan tugas
penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 KUHAP, maka penyelidik di
kordinasi, diawasi, dan diberi petujuk oleh penyidik yang dari pejabat polisi
negara. Sehubungan dengan itu, maka terhadap setiap tindakan penyidik untuk
penyelidikan atau penangkapan tersangka tertangkap tangan, maka penyelidik

wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah

Dasar dilakukan Penyidikan menurut Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana adalah:

Laporan polisi/pengaduan;
Surat perintah tugas;

“* Andi Sofyan dan Abd Asis. Op. Cit., halaman 88.
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3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);

4. Surat perintah penyidikan; dan

5. SPDP.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,
penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat
perintah penyidikan. Dan ayat (2) menjelaskan Laporan Polisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
(SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A
atau Laporan Polisi Model B. Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik
pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera
menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk
berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap menurut Pasal 15
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
Tentang Mangjemen Penyidikan Tindak Pidana meliputi:

Penyelidikan;

Pengiriman SPDP;

Upaya paksa;

Pemeriksaan,

Gelar perkara;

Penyelesaian berkas perkara;

Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;

Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
Penghentian Penyidikan.

CoNoou~wWNE
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Proses Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pembunuhan
adalah sebagai berikut:*

1. Membuat laporan polisi (LP)

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima
laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Atas kejadian
tersebut saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut. Dengan laporan
tersebut Polresta Binjai segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor.

2. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek
kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian.
Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan
keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian selesai dan barang-
barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu
kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka
petugas penyelidik atau penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah
dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan
di tempat kejadian dengan keterangan para saksi. Pencocokkan barang-barang
bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan
pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang
telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi,

maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

*! Hasil wawancara dengan Z. Julelmi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Binjai, tanggal
2 Agustus 2018 di Polresta Binjai.
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3. Penangkapan dan Penahanan
a. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) KUHAP, penangkapan adalah
suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu
tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam Undang-undang.

Setelah penyelidik atau penyidik menerima laporan atau
pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana
penggelapan, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang
dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan yang kuat
disertai  bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat
dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang,
karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap
seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah
penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat
perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah
penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan.
Perintah penangkapan tersebut baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan
yang telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang

cukup.
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Penangkapan ini diatur dalam Pasa 16 KUHAP vyang

menyatakan:
1) Untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik
berwenang melakukan penangkapan
2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyelidik pembantu
berwenang melakukan penangkapan.
b. Penahanan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
Pasal 1 ayat (21) KUHAP menyatakan penahanan adalah penempatan
tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut
umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara
yang diatur Undang-undang ini.*?

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh
Undang-undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan
hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut
peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polrestabes Medan
mempunyai  pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan
mengurangi melakukan tindak pidana

Menurut Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada

penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau

2 Hasi| wawancara dengan Z. Julelmi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Binjai, tanggal
2 Agustus 2018 di Polresta Binjai.
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penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut
harus memakai surat perintah penahanan.
4. Penyitaan
Penyitaan diatur didalam Pasal 1 ayat (16) KUHAP yang menjelaskan
penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau
menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan
peradilan.
Benda-benda yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHAP adalah:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari
tindak pidana

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau mempersiapkannya

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan
tindak pidana.

d. Bendayang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan

Berdasarkan surat perintah diatas apabila penyidik akan menyita suatu
barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan
kepada korban dan saksi untuk dapat minta keterangan tentang barang

tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara
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penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang
bersangkutan.
5. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Salah satu untuk melengkapi dokumen pihak kepolisian, maka penyidik
perlu mengambil sidik jari dan memoret tersangka. Hal ini untuk memudahkan
petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak
pidanalagi.

Pengenalan pelaku dengan analisa bentuk badan, raut muka si pelaku
sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan
lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga
mudah dikenali.

6. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling
penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh
keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang
tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu
mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau
saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan
apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan
yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

a. Jumlah dan identitas penyidik
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b. Sasaran atau target penyidikan
c. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyedikan
d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
e. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara
f. Kebutuhan anggaran penyidikan
g. Kelengkapan administrasi penyidikan

Persigpan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersigpkan, maka
pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat
menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang
dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa.
Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa
dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah sewajarnya saja sehingga
tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuali dengan ketentuan Undang-
undang yang berlaku.

Rangkaian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik
harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115,
dan Pasal 133. Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka
dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai
diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak
pidana yaitu:
a. Karenatertangkap tangan, makasi tersangka dapat langsung diperiksa

Menurut Pasal 1 ayat (19) KUHAP, tertangkap tangan meliputi

sebagai berikut:
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1) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan

2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan

3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai

4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga
keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang
menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau
membantu melakukan tindak pidana itu.

b. Karenalaporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah

Berdasarkan laporan dari saksi korban adapun fungsi dan wewenang

penyidik diatur padaPasal 5 ayat (1) KUHAP:

1) Menerimalaporan atau pengaduan

2) Mencari keterangan dan barang bukti

3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri

4) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu
yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang
dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi
wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah
kepada petugas atau penyidik untuk dibawa kepadanya.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan,
kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan

hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun atau
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dalam bentuk apapun. Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat
menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang yang
dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana,
dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.
Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan
yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.®?

Penyidikan adalah langkah panjang yang dilakukan oleh Polri yang
penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah
hukum yang normeatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah
hukum normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti
serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau
perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses
hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau
hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya,
yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu mejangkau rasa keadilan dan
dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan
perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 10 ayat 1 KUHAP jo Pasal 1 ayat 12
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia bahwa yang dimaksud Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang karena wewenang tertentu dapat melakukan tigas

penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.

3 Hasi| wawancara dengan Z. Juledlmi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Binjai, tanggal
2 Agustus 2018 di Polresta Binjai.
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Ketentuan lain di dalam Pasal Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun
2002 bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan
tugas penyidikan yang diatur dalam ndang-undang ini.*

Menurut Pasal 11 KUHAP, Penyidik Pembantu mempunyai wewenang

sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana.

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka.

Melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

Memanggil orang utuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

9. Pengadakan penghentian penyidikan.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

W

No gk

Penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa
diangkat dari kalangan Pegawai Sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang
mereka miliki dalam bidang tertentu.misalnya ahli kimia atau ahli patologi. Kalau
Pegawal Negeri Sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik
pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan.
Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat pengangkatan dan

keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi

* Andi Sofyan dan Abd Asis. Op. Cit., halaman 86.
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motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai

sipil.

C. Kendala Dan Solus Dalam Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku
Pembunuhan

Kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Polresta Binjai

adalah: *

1. Penahanan yang singkat, sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk kepentingan
Penyidikan dilakukan paling lama tujuh hari (Pasal 33 ayat (1)), dan atas
permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama
delapan hari (Pasal 33 ayat (2) kemudian dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan
demi hukum.

2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) belum ada tersedia (Pasal 33
ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak).

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesegjahteraan Sosial (LPKS) belum ada tersedia
(Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Binjai untuk mengatasi kendala

yang dihadapi Penyidik dalam menangani Proses Penyidikan Tindak Pidana

> Hasil wawancara dengan Z. Juleimi, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Binjai,
tanggal 2 Agustus 2018 di Polresta Binjai.



81

pembunhan yang dilakukan oleh Anak adalah Penyidik berkoordinasi dengan
Penuntut Umum dan untuk Penahanan dipisahkan dari Tahanan Orang Dewasa

kemudian dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Binjai.*®

*® Hasil wawancara dengan Z. Julelmi, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Binjai,
tanggal 2 Agustus 2018 di Polresta Binjai.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

1. Pengaturan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang
dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pembedaan perlakuan didalam
hukum acara maupun ancaman pidananya. Dengan lahirnya Undang-undang
Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan petugas yang menangani perkara
anak, dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan, semuanya mendalami
masalah anak, sebagai bekal petugas dalam menyelesaikan perkara, agar anak
setelah perkaranya diputus, secara pisik dan mental siap menghadapi masa
depannya yang lebih baik. Hubungan antara Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
atau Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, merupakan hubungan hukum khusus
dan hukum umum. Dalam mengadili perkara anak penggunaan Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak didahulukan dari peraturan KUHAP
dan KUHP. Namun jika tidak diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, baru digunakan KUHAP dan KUHP yang merupakan ketentuan
hukum umumnya.

2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh

anak yaitu mulanya adanya dasar laporan dari pihak kepolisian dalam perkara

82
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ini, kemudian Polisi menindaklanjuti dengan melakukan tindakan hukum.
Kemudian langkah selanjutnya Polisi mengumpulkan barang bukti berupa
barang-barang, keterangan saksi, keterangan tersangka dan petunjuk yang
berkaitan dengan perkara yang telah terjadi. Tidak lupa juga pemeriksaan
tersangka dan saksi yang diminta keterangannya dan dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan.

. Kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Polresta Binjai
adalah Penahanan yang singkat, sebagaimana diatur pada Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk
kepentingan Penyidikan dilakukan paling lama tujuh hari (Pasal 33 ayat (1)),
dan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling
lama delapan hari (Pasal 33 ayat (2) kemudian dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan
demi hukum, kemudian hambatan yang lain adalah Lembaga Penempatan
Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesegjahteraan

Sosial (LPKS) belum tersedia.

. Saran

. Hendaknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak lebih mengatur tata cara proses penyidikan terhadap
anak, mengingat di Undang-undang tersebut hanya mengatur siapa pihak

yang berhak melakukan penyidikan terhadap anak.
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2. Hendaknya dalam memproses anak yang melakukan tindak pidana lebih
menekankan kenapa ia melakukan tindak pidana tersebut atau faktor-faktor
yang menjadi pendorong ia melakukan tindak pidana.

3. Hendaknya pihak penegak hukum lebih mengutamakan lagi mencari upaya
agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya pembunuhan.
Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijamin

masa depannya.
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